PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

! 5.05.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0059
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Jumiah Anggaran (DPPA) : 39,000,000.00

BUKL PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

wo | vameaw | M LRALAN meaALs | mesanoa Tu | w 0o
3 2 3 “ Y 7 ]
. Saldg Avad 24,465, 190.00

BAYAR BELANIA TAGIHAN TELEFON EEGIATAN
PENVEDIAAN JASA PEMUNIANG URLISAN
PEMERINTAMAN DAERAH SUB KEGIATAN

2 |amaguma2nae  fo0st0d e N INAEL SUMBER 0.00 noo| 2.428572.00| 22.008,818.00
DAYA AL GAN LISTRIE UNTUK BULAN JULL
TAd02e
000 00| 2,426572.00
oo 000 1453490000
000 0.00 | 15,961,382.00|

Slihawiar, 30 Agistisd 2004

MHaiaphan Olek,
RENDARARA PENGETUARAN

Ay

S NITH ATSYAM S W
MNIP ¢ 1 AR00020 200410 2 001




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening 1 5.05.01.2.08.02 5.1.02.02.01.005%
Terma Dari

: Bendahara Pengelusran Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan

Banyaknya Uang | == DUA JUTA EMPAT RATUS DUA PULLIH ENAM RIBU LIMA RATUS TUIUH PULLIN

DUA RUPIAH ==

Uitk
Pembayaran

| BELANIA TAGIHAN TELEPON KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNIANG URUSAN
PEMERINTAMAN DAERAH SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKAS],

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK UNTUK BULAN JULT TAHUN 2024
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAN KOTA MAKASSAR

AHUI / DISETUIUL
PEMELITIAN DAN
KOTA MAKASSAR
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BELANJA TAGIHAN TELEPDON PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAKN
PADA BULAN JUL! TAHUN ANGGARAN 2024

e

NO NAMA NOMOR TELEPON NILAI OPA mumm:m,r
1 ]hmnmmmmusr.uu 0811425533 | Rp 1,000,000 | mp 652 H6e
3 L.AIDI.AL'I‘I-I!..E.!H DS114732258 | Rp 750,000 | Ap 711,290
3 |DODY AGRIYANTOLS S0, M.5I 081144303100 | Ap 500,000 | Ap 362,750
4 |MUHAMMAD ANRL 55T M.AP OA2394152425 | Ap 500,000 | Rp 294778
5 [Or. MUHAMMAL AMR| AKBAR, 5P,M.5i DSZIEE344509 | Ap 500,000 | Ap 484,830

Ap 3,250,000 | Rp 1428571

TERBILANG : BUA JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH ERARM RIBU LINMA RATUS TUIUH PULLIH DUA RUPLAH




HanlkSulselbar

Transaksi Berhasil

Detasl Transaks
No Ref 082027005920
Tanggal 20-Aug-2024 08:12
Transakss HP Pasca Bayar
P KartuHalo
Momor HP DB11445533
Marma DI XA KK
XX00000X
KO
Total Tagihan 650,864
Biaya Admun 2,000
Tatal Pembaystan 652.864
Status Sukses

Untuk Keluhan Hubung| 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01.718327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1,LL 1-20
JL. Jend Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710




HankSulselbar
o
Transaksi Berhasil

Detid! Transaks
No Red 082027005782
Tanggal 20-Aug-2024 0B
Transaks HP Pasca Bayar
Produk KartuHalo
Nomor HP 08114232258
Narma BAXMOOOOCOOO XXX

OO MBA
Total Tagihan 709,290
Biaya Admin 2,000
Total Pembayaran 711,290
Status Sukses

Untuk Keluhan Hubungl 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel; 01.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt. 1-20
JL. Jend. Gatet Subroto Kav.52
Jakarta 12710
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HankSulselbar
o
Transaksi Berhasil

Detoil Tramesos
NG ol 082027005586
Tanggal 20-Aug-2024 08:10
Transaksi HP Pasca Bayal
Produk KartuHalo
Momor HP 081144303100
Nama BAXNOOOOOOO0O 0K

OOOOOOOIMBA
Total Tagihan 360,750
Bidya Adrmin 2,000
Toral Pembayaran 362,750
Stotus Sukses

Untuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt 1-20
JL Jend Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710




HankSulselbar

Transaksi Berhasil

Detai] Trangaks

No fef 082027005407

Tanggal 20-Aug-2024 08:09

Transaks HP Pasca Bayar

Perduk KartuHalo

Normoe HP 082394152425

Mo BAXMOOOOCOOOOOOON
XOOOOCOIMBA

Totnl Taghan 252,778

Biaya Adrmin 2,000

Total Pembayaran 254,778

Status Sukses

Uniuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt 1-20
JL Jend Gatot Subroto Kav 52
Jakarta 12710
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Fank Sulselbar
&
Transaksi Berhasil

Dstoil Transmhs)
Mo Ref 082027005227
Tanggal 20-Aug-2024 08:08
Trangaksi HP Pasca Bayar
Produk KartuHalo
Momot HP 082188344909
Narma BANOOOOCOCOOO000IK

XAXAXAANKGAN
Totnl Tagihan 442,890
Blaya Adrrin 2,000
Tatel Pembayaran 444 B90
Status Sukses

Untuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01,718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt 1-20
JL Jend Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710




WALI KOTA MAKASSAR
PROVINS] SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : B2B8/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA JASA KOMUNIKASI PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang & bahwa untuk menunjang kelancaran komunikasi pada

Mengingat

tugns- tugas vang bersifat kedinasan khususnya bidang
pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar Tahun 2024, dipandang perlu  memberikan
Biaya Jasa Komunikasi kepada para pejabat pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurufl a, perlu menctapkan Keputusan Wali Kota
Makassar tentang Pemberian Biaya Jasa Komunikasi pada
Badan Penelitian dan  Pengembangan Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tlentang

Pembentukan Dacrah Tingkat 1l di Sulawesi [Lembaran
Negara  Republik  Indonesin Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
1823):

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5601) sebagaimana
teluh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2033 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Ciptah Kerja menjadi Undang-
Undang{Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2023
NMomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856,




.
b
¥

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781}

5. Peraturan Dacrah Kotn Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Makassar Nomaor 6 Tahun 2023);

6. Peraturan Deeruh Kota Mukassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomoer §)
scbagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Dacrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor
8 Tahun 2016 tentung Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2023 Nomor 8),

7. Peraturan Wali Kots Makassar Nomor 93 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggarun Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daecrah Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALl KOTA  MAKASSAR  TENTANG
PEMBERIAN BIAYA JASA KOMUNIKASI PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU . Memberikan biava jasa komunikasi pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024 dengan rnincian schagal berilout;

' Hf'!:nln Rp 1. 000.000,00 / bulan {2 bulan
-y = Ehm- —— e ——— —————
:‘ Sekretaris R‘p?ﬁ-ﬂ.ﬂm,mfmml 12 hui-n
SKPD e
Kepala 3 Orangx
3. Bid | RpS00.000,00/ bulan /orang 12 bulan |




KEDUA . Segala biaya yang timbul sechubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024 melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar,

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan tekmis pelaksanaan
Keputusan im, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. g

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembnsarn:

I Ketus DPRD Ko Makasaar di Makoasaar;

2. Sekretarts Duerah Kota Makssser di Makassar,
3. iompekiur Kot Makassar di Mokassar,

4 Krpaln Badan Pengeioiaan Keuangan dan Awsel Dacrah Kot Maloussar di Mikos ssar
5 Krpala Badan Prrencanasn dan Pembangunan Deerah Kota Makassar df Makossar;
. Kepuls Badan Penelitan dan Pengrmbmngan Dorrah Kota Maksssar i Makassar,
7. Kepals Bagian Hukum Setda Kota Makassar;

A Masing masing brruanghutsn yang dipandang perio




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Jatan Jeodderul Abimasd Yiend No. 2 Makasaut 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/15 /KEP/1/2024

TENTANG
PEMBERIAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKABSAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Pengelolaon Keuangan Duaernh poda
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerabh Kota
Makassar, dipandang perlu memberikan biaya pemakaian
telekomunikasi /telepon pada Badan Penelitinn  dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024,

b, bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1823);

2. Undang-Undang WNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negnra yang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ([Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negarn Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);




9.

2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendsharaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tshun 2004 tentang
Pemeriksann Pengelolaan dean Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaman Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-UndangNomor 9@ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahanlembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuvangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman| Pengelolaan Keuangan Daerah,
scbagaimana telah! diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang




KESATU

3

Perubshan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun |2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016j;

14, Peraturan Daerah i(ul:n Makassar Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);

15, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tabun 2022

tentang Pengelolaan Keunangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

16, Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

17, Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

I8. 8urat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor
619/188.4.45/Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024
tentang Pemberian Jasa Telekomunikasi pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSBAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PEMEERIAN JASA  TELEHOMUNIKASI PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
mmu*rmmm

Memberikan biaya jasa telekomunikasi pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Deerah Kota Makassar pada
Nomor Telepon/HP sebagai berikut :

e

No NAMA - JARATAN No. PAGU
i TELEPOR/
HP
1 | NIRMAN BADAN 0811425533 1,000,000, -
KIGWAN ‘
MUNGKEASA,
3 %m GBI 14233358 | 750,000,
ADHA, 8.8c8 5




3 | bopy KEPALA BIDANG [ ONI 144003100 | 500,000,
AGRIYANTO, PENELITIAN  DAN
8. San, M, 8i PENGEMBANGAN

KEFLIAKAN

D
& MLTHARIM ALY KEPALA  NDANG | ORZI94 162405 | 500,000,
AMRLE STP, PENELITIAN DAN
MAP PENGEMBANCGAN

wﬁﬂ%— .
5 | D MUHAMMALD | KEPALA ORZ 1 R0 | 500,000, -

AMIRI  AKBAR, | FENGEMBANGAN

B M= INTIVAS] DAN
TERNOLOG ) 1
KEDUA - Biayn jasa leickomunikasi sebapgaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, akan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Makassar Tahun
20249 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Januari 2024
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

NIP : 197304 L‘W-Eﬂﬂ 1 001

Inspekiur Kota Makassar di Maknssar,
Kepala BPKAD Kota Maknssar di Makanssar,
Masing-masing yang bersangkutan,
Pertinggal.

5000 b=




